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asuransi merupakan korporasi yang berjalan dengan adanya dewan direksi
maupun agen sebagai tenaga pemasaran. Saat terjadi penjualan, polis yang
diterima sering tidak dipahami oleh pemegang polis. Sang agen tidak
menjelaskan tentang klausula baku yang tercantum dalam polis sebagai bagian
penting dari perjanjian yan7 disepakati oleh kedua belah pihak. Klausula baku
yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh perusahaan harus diterima begitu
saja oleh pemegang polis. Seorang agen asuransi sewaktu menawarkan produk
hanya menjelaskan tentang produk semata tanpa menjelaskan tentang apa
saja yang akan tercantum dalam polis sebagai bukti perjanjian tersebut. Jika
perusahaan tidak memberikan pola penjualan dengan menerangkan terlebih
dahulu dengan menjelaskan tentang isi perjanjian dalam polis, pihak pembeli
akan merasa ada unsur penipuan atau penyesat(tn atau kekhilafan dalam
melakukan perjanjian asuransi. Jika unsur dalam pasal 75 undang-(Jndang
Asuransi terpenuhi maka setiap orang yang dengan sengaja melakukan
perbuatan tersebut dapat diancam pidana 5 (lima) tahun. Jika yang melakukan
adalah agen maka agen tersebut dapat diancam pidana. Jikayang melakukan
adalah kebijakan dari perusahaan maka perusahaan (rechtpersoon) dapat
dimtnta pertanggungjawaban telah melakukan tindak pidana asuransi. Kata
kunci: Asurans i, Klausula Baku, PertanSSungiawaban ABSTRACT An Insurance
company is a corporation that consist of a board of directors and agents as
marketing personnel. When marketing has made a sale, the policy receivedwas
often not understood by the policy holder. The agent did not explain the
standard clauses listed in the policy as an important part of the agreement
agreed by both parties. Standar clauses that have been prepared in advanced
by the insurance company must be taken for granted by the policy holder. An
insurance agent when offering a product only explains the product without
explaining what will be listed in the policy as proof of the agreement. If the
company does not provide a sales pattern by explaining tn advance by
explaining the contents ofthe agreement in the policy, the buyer willfeel there is
an element offraud or misdirection or oversight in entering into an insurance
agreement. Likewise, if the elements in article 75 of the Insurance act are
fulfitted, then anyone who intentionally commits the act can be subjecttoa 5 -
year sentence. If the suspect is the agent, then the agent can be threatened
with criminal action. If the company is doing the policy, the company
(rechtpersoon) can be held to responsible for committing an insurance crime
Keyw o rds : I ns uranc e, Standard C laus e s, Liab ility PENDAHULUAN
Kehidupan masyarakat saat ini lebih luas jangkauannya dalam memenuhi
kebutuhan hidupnya sehingga risiko yang dapat terjadi dalam melakukan
aktivitas mengakibatkan kerugian yang tidak dapat diperkirakan dapat terjadi.
Hal ini memunculkan kebutuhan masyarakat untuk mengalihkan risiko kerugian
kepada perusahaan asuransi. Asuransi berdasarkan Undang-Undang Nomer 4
Tahun 20l14 tentang Asuransi menerangkan pada pasal 1 bahwa asuransi
adalah perjanjian antara dua pihak,_yaitu perusahaan asuransi dan pemegang
polis, yang_menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi
sebagai imbalan untuk: a. memberikan penggantian kepada tertanggung_atau
pemegang_polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang_timbul, kehilangan
keuntungan, atau tanggung_jawab hukum kepada pihak ketiga yang_mungkin
di derita tertanggung_atau pemegang_polis karena terjadinya suatu peristiwa
yang_tidak pasti; atau b. memberikan pembayarar yang didasarkan pada
meninggalnya tertanggun atatr pembayaran yang g didasarkan pada hidupnya
tertanggung_dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau
didasarkan pada hasil pengelolaan data Sementara itu berdasarkan Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang dalam pasal 246 menyatakan bahwa asuransi
atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang
penanggung_mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi
untuk memberi penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan
atau kehilangan 34 keuntungan yang_diharapkan yang_mungkin akan di derita
tertanggung karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Dari definisi aturan
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diatas dijelaskan bahwa asuransi ataupun pertanggungan adalah perjanjian
atau kontrak arfiarapara pihak yang sepakat, satu pihak sanggup menanggung,
atau menjamin pihak lain yang akan mendapat penggantian kerugian, yang
mungkin diderita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang_semula belum tentu
akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat akan tedadinya. Salah
satu pihak bertindak sebagai penanggung risiko dari suatu potensi kerugian
yang diperjanjikan, dan pihak lain bertindak sebagai tertanggung yang akan
menerima ganti rugi sebesar kerugian yang dialaminya ataupun sebesar nilai
yang diperjanjikan. Hal itu diatur dalam pasal 257 KUHDagang yang
menyatakan bahwa perjanjian asuransi antarapnanggung dan tertanggung
telah terjadi dan mengikat kedua belah pihak seketika setelah perjanjian
tersebut ditutup' Kesepakatan yang terjadi adalah mengenai ganti kerugian
yang harus ditanggung oleh pihak Penanggung, yang dituangkan pada polis.
Perjanjian tersebut melihat kepada penggantian terhadap risiko dan
pembayaran manfaat yang disetujui oleh para pihak. Pengertian risiko menurut
Emmet J Vaughan yang dikutip oleh A. Junaedy Ganie adalah suatu kondisi
yang mengandung kemungkinan terjadinya penyimpangan yang lebih buruk
dari hasil yang diharapkan. Sesuatu yang tidak diharapkan dapat terjadi
sebagai bagian dari risiko yang terjadi dari luar sebagai keadaan yang
memaksa (overmacht) ataupun karcnaforce majeur Keadaan yang terjadi yang
diakibatkan olehforce majeur salah satunya adalah bencana alam dan faktor
lain yang tidak dapat dihindari.l Dari definisi risiko tersebut terdapat
kemungkinan untuk mendapatkan kerugian bagi pemilik usaha sehingga
diperlukan perusahaan asuransi yang akan menanggung risiko. Kebutuhan
pengalihan risiko menjadi sangat penting agar kerugian tidak terlalu besar
untuk ditanggung oleh pemegang Polis Perusahaan asuransi sebagai
penanggung risiko membuat perjanjian dengan pihak pembeli polis dengan
memberikan polis yang berisi klausula perjanjian yang baku' Perjanjian yang
telah disiapkan sebelumny) untuk semua kondisi pembeli polis asuransi.
Kondisi tiap pemilik polis yang berbeda-beda, diberikan perjanjian yang sama
dan berlaku sama. Isi klausula baku yang terdapat dalam polis tidak
diterangkan satu per satu sebagai bagian utuh dari perjanjian kedua belah
pihak sebelum penandatanganan lembar asuransi oleh agen asuransi bukan
hanya premi dan uang pertanggungan . Pasal 246 KLIHD menyatakan bahwa:
1. Pihak-pihak, yaitu penanggung dan tertanggung 2. Status pihak-pihak,
Penanggung harus berstatus sebagai perusahaan berbadan hukum dapat
berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Perseroan Koperasi,
Tertanggung dapat berstatus sebagai perseorangan, persekutuan atau badan
hukum 3. Obyek asuransi, dapat berupa benda, hak atau kepentingan yang
melekat pada benda, dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti
kerugian Humaniora, Vol. 'l 6 No. 2 Desernber 2019: 33-36 4. Peristiwa
asuransi, yaitu perbuatan hukum (legal act) berupa persetujuan atau
kesepakatan antara penanggung dan tertanggung mengenai obyek asuransi
penstiwa tidak pasti (evenemen) yang mengancam benda asuransi, dan syarat-
syarat yang berlaku dalam asuransi. 5. Hubungan asuransi adalah keterikatan
(legality bound) yang timbul karena kesepakatan bebas Penandatanganan
permohonan asuransi sebagai kesepakatan antara pihak penanggung dan
tertanggung yang akan berwujud polis asuransi sebagai bukti perjanjian' Pada
polis tersebut akan tertulis tentang uang pertanggungan dan premi yang harus
dibayarkan serta klausula baku yang dibuat perusahaan asuransi. Klausula
baku yang ada dalam polis adalah "setiap aturan atau ketentuan dan syarat-
syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak
oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian
yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen" yang tercantum dalam
pasal 1 angka 10 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang_Perlindungan
Konsumen. Pencantuman klausula baku dalam polis harus dilaksanakan secara
penuh oleh pihak tertanggung sebagai pembeli tanpa terkecuali. Hal ini akan
dapat menimbulkan kerugian bagi pihak tertanggung yang tidak memahami
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klausula baku tersebut. Atas kerugian yang_mungkin ditanggung_oleh
tertanggung sebagai akibat pencantuman klausula baku, Undang Undang
Perlindungan Konsumen menetapkan dengan Pasal 49 (1) mengenai
pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Ditegaskan
kembali dalam Pasal 52 Undang-Undang_Perlindungan Konsumen mengenai
tugas BPSK yaitu: memberikan konsultasi perlindungan konsumen, melakukan
pengawasan terhadap pencantuman klausula baku, dan menerima pengaduan
konsumen atas terjadinya pelanggaran perlindungan konsumen, serta tugas-
tugas lainnya. Akan tetapi dalam praktiknya, masih banyak ditemukan kendala
bagi konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya menyangkut adanya
kerugian yang_diakibatkan pencantuman klausula baku dalam produk barang
danlatat jasa yang_sudah dibelinYa. 2 ANALISIS Pada asuransi terjadi
perbuatan hukum berupa persetujuan atau kesepakatan antara penanggung
dan tertanggung mengenai obyek asuransi tentang peristiwa tidak pasti yang
diperkirakan dapat terjadi dan syarat yang berlaku dalam asuransi. Perjanjian
asuransi berbeda dengan perjanjian pada umumnya di lihat dari sifatnya saja
hal itu merupakan perjanjian yang bersifat khusus dalam arti, bersyarat,
sepihak, timbal balik dan adanya kerugian. Pihak yang berperan dalam
menentukan perjanjian standar adalah pihak ekonomi kuat yaitu perusahaan
asuransi, pihak ini yang menyusun klausula baku untuk polis. Bentuk perjanjian
baku atau standar yang dibuat dalam salah satu pihak adalah berbentuk
tertulis, Sari, Atjengbharata: Akibat Hukum Pencantuman Klausula 35 isinya
telah ditentukan secara sepihak oleh pihak ekonomi polis jika diketahui bahwa
klausula baku yang tercantum nanti kuat isinya dituangkan dalam klausula
baku. Meskipun pihak di polis akan merugikan calon tertanggung di kemudian
hari. tertanggung dianggap telah menyetujui klausula baku dan Diperlukan
pembuktian lebih lanjut untuk mengetahui apakah memuat klausula yang
memberatkan pihak tertanggung tidak memang betul ada kerugian yang
timbul. Namun dengan menjamin bahwa kontrak baku tersebut mengikat
mutlak adanya klausula baku yang telah disiapkan oleh perusahaan kepada
tertanggung. asuransi maka akan dijalankan sesuai dengan polis yang telah
Penanggung tidak dapat menganggap klausula baku diterima oleh tertanggung
memberi jaminan mengikat secara mutlak, jika klausula Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor IIPOJKU [2013 baku yang memberatkan pihak
tertanggung itu belum dan Surat Edaran Jasa Keuangan Nomor
13/SEOQJK07/2014 dapat dipastikan disetujuinya, kemungkinan adanya suatu
yang menyebutkan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan keterpaksaan pihak
tertanggung. Undang-Undang No. 8 (PUJK) merancang, merumuskan,
menetapkan, dan Tiahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di dalam Bab V
menawarkan perjanjian baku, PUJK waib mendasarkan Pasal 18 menyatakan
larangan membuat atau mencantumkan kepada keseimbangan, keadilan, dan
kewajaran dalam klausula baku pada setiap dokumen. Dimana pelarangan
pembuatan perjanjian dengan konsumen. Dengan pembatasan pencantuman
klausula baku diatur dalam bab V pasal 18 yang sedemikian besar, perusahaan
asuransi sudah seharusnya yang berisikan: menerapkan standar penawa.ran
dan penjualan kepada agen 1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang
dan/atau jasa agar menerangkan klausula baku yang akan tertulis pada yang
ditujukan untuk diperdagangkan dilarang_membuat perjanjian yang akan
diterima pembeli dalam bentuk polis. atau mencantumkan klausula baku pada
setiap dokumen Klausula yang dibuat oleh perusahaan asuransi hampir darl
atau perj anjian aPabila : tidak pernah dibicarakan terlebih dahulu dengan
masyarakat 2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang
membeli akan polis asuransi. Pada saat masyarakat yang letak atau bentuknYa
sulit. akan membeli polis, biasanya hanya diberikan informasi Dengan
pelarangan itu pemerintah mengetahui tentang tentang uang pertanggungan
yang akan diberikan sebagai adanya pemanfaatan posisi yang dominan oleh
perusahaan ganti kerugian yang seharusnya ditanggung dan premi yang
asuransi kepada masyarakat yang membeli polis. Pelaku harus dibayarkan.
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Pada kenyataan, isi polis yang telah jadi usaha dalam menawarkan barang
dan/atau jasa yang dinrjukan berbentuk klausula baku dimana isinya tidak
dapat diubah. untuk diperdagangkan dilarang_membuat atau mencantumkan
Pemilik polis jika tidak setuju akan isi polis (klausula klausula baku pada setiap
dokumen dan/atau perjanjian jika baku) tidak dapat meminta perubahan
namun hanya dapat menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha.
Pada membatalkan pembelian polis dalam jangka waktu tertentu pasal 18 ayat
I Undang-Undang Perlindungan Konsumen setelah diterimanya polis.
menyatakan bahwa Ketentuan huruf (b) dan seterusnya Persyaratan
berlakunya polis sebagai klausula baku memberikan contoh bentuk pengalihan
tanggung jawab adalah dengan kesepakatan pembeli polis harus mengikuti
seperti, pelaku usaha dapat menolak penyerahan kembali atau menjalarkan
syarat yang telah disiapkan, padahal polis barang yang dibeli konsumen atau
menolak penyerahan asuransi merupakan perjanjian tertulis antara
penanggung dan kembali uang yang dibayarkan dan sebagainya.3 Kebutuhan
tertanggung. Perjanjian yang harus disepakati di setiap bagian akan
perlindungan terhadap risiko membuat tertanggung oleh kedua belah pihak.
Kesepakatan yang dibuat oleh kedua tidak mencermati kembali polis yang
diterima, sehingga belah pihak diatur pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang
klausul baku berlaku bagi kedua belah pihak. Perilaku agen Hukum Perdata
(KUHPerdata) dengan adanya 4 (empat) asuransi yang tidak memberikan
informasi di awal mengenai syarat: klausula baku yang terdapat dalam polis
sebenarnya dapat |. Sepakat mereka yang mengikatkan diri dithat sebagai
bagian dari usaha korporasi. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
Dalam menghadapi persaingan, korporasi dihadapkan pada 3. Suatu hal
tertentu penemuan teknologi baru, teknik pemasaran, dan usaha-usaha 4.
Suatu sebab yang halal memperluas dan menguasai pasar.4 Tujuan dari
perusahaan Kesepakatan untuk mengikatkan diri tidak dapat dilalrukart adalah
untuk menghasilkan keuntungan sehingga akan jika ada pihak yang merasa
ada kekhilafan, penyesatan atau memakai banyak metode untuk dapat
memperoleh keuntungan. bahkan penipuan dari pihak lain. Saat klausula baku
tidak Namun tentu saja tidak diperkenankan untuk memakai segala dijelaskan
sebelum penandatanganan surat permohonan cara untuk memperoleh
keuntungan tersebut. Perusahaan asuransi dan kemudian mendapatkan polis
dengan isi yang asuransi sebagai korporasi dapat dianggap mempunyai niat
tidak dijelaskan diawal hal tersebut dapat mengakibatkan jahat saat melakukan
pembiaran terhadap perbuatan yang kekhilafan bagi salah satu pihak. Sehingga
seharusnya dilandasi oleh niat jahat dengan tidak menginformasikan perjanjian
yang berupa polis tersebut dapat dibatalkan. Hal adanya klausula baku tersebut
agar mendapatkan pembeli tersebut dimungkinkan dengan batas waktu
tertentu setelah sebanyak-banyaknya. Dengan anggapan bahwa calon polis
diterima. Permasalahan yang dapat timbul adalah saat tertanggung akan batal
dalam melakukan transaksi pembelian tertanggung atau penerima polis
tidakjuga diberi penjelasan 36 yang cukup mengenai keseluruhan isi polis dan
kemudian waktu tertentu untuk pembatalan telah lewat sehingga penerima
polis telah terikat dengan perjanjian tersebut. Keinginan agen asuransi yang
menganggap pembelian polis adalah yang utarna mengakibatkan terdapat
kepentingan pembeli yang terabaikan. Demikian pula dengan perusahaan yang
tidak menanamkan pemahaman bagi para agen agar menyampaikan setiap
klausul yang tercantum dalam polis asuransi kepada calon pembeli agar tidak
adayang merasa dirugikan. Kewajiban yang tidak dikerjakan oleh agen asuransi
dalam menerangkan isi polis merupakan sifat melawan hukum atat w e dde re
chte lij k. Menurut B emmelen yang dikutip oleh Mahrus Ali, istilah
wederrechtelijk mengandung dua arti: (1) bertentangan dengan ketelitian yang
pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang dan (2)
bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang5.
Tindakan tidak memberikan penjelasan mengenai keseluruhan isi perjanjian
dalam polis sebelum perjanjian ada sehingga salah satu pihak tidak memahami
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adanya klausula baku merupakan sifat melawan hukum oleh pihak
penanggung. Tindakan tidak menjelaskan secara penuhjuga dapat diduga
sebagai suatu niat jahatyatg dikategorikan sebagai mens rea. Jlka para agen
asuransi dibiarkan begitu saja untuk menjual tanpa ada prosedur untuk
menerangkan klausula sebelum ditandatangani maka tindakan tersebut akan
mendapatkan sanksi seperti yang diatur undang-undang. Pasal 75 Undang-
Undang_No 4 Tahun 2014 tentang asuransi menyatakan bahwa setiap orang
yang_dengan sengaja tidak memberikan informasi atau memberikan informasi
yang_tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan kepada pemegang_polis,
tertanggung, atau peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3| ayat (2)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda
paling_banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sementara itu dalam
Pasal 31 Undang-Undang Asuransi menyatakan dalam ayat: (1) Agen asuransi,
pialang asuransi, pialang reasuransi dan perusahaan perasuransian wajib
menerapkan segenap keahlian, perhatian, dan kecermatan dalam melayani
atau bertransaksi dengan pemegang polis, tertanggung, atau peserta (2) Agen
asuransi, pialang asuransi, pialang reasuransi dan perusahaan perasuransian
wajib memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dar;.lata,u tidak
menyesatkan kepada pemegang_polis,_tertanggung, atau peserta mengenai
risiko, manfaat, kewajiban, dan pembebanan biaya terkait dengan produk
asuransi atau produk asuransi syariah yang_ditawarkan Agen asuransi dalam
menawarkan produk harus memberikan informasi yang benar dan tidak
diperkenankan untuk menyesatkan pemegang polis dengan tidak menjelaskan
mengenai klausula baku yang akan tercantum dalam polis. Demikian pula
dengan perusahaan asuransi yang akan mendapatkan keuntungan dari
penjualan produk asuransi FNurnaniora, Vol. |6 No. 2 Desernber 2019: 33-36
tersebut, juga harus memberikan prosedur penjualan kepada seluruh agen
aswansi sehingga tidak ada pembeli polis yang dirugikan. Dari Pasal 75
Undang-Undang Asuransi tersebut baik agen maupun perusahaan asuransi
dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Prosedur yang dijelaskan
sebelum ditandatangani surat permohonan pembelian asuransi itu adalah
setiap klausul baku yang tercantum pada polis asuransi. Prosedur yang tidak
diterapkan ini bagi agen asuransi yang bekerja atas namaperusahaan maka
dianggap tetap melalcukan perbuatan yang menguntungkan perusahaan.
KESIMPULAN Perusahaan asuransi tetap diperkenankan memiliki klausula baku
dengan batasan-batasan tertentu yang telah diatur dalam undang-undang.
Perusahaan sebagai korporasi juga memiliki hak dan kewajiban yang sama
dengan orang yang dapat dikenakan pertanggungiawaban pidana jika tidak
dapat melindungi kepentingan konsumen seperti yang tercantum dalam pasal
75 Undang-Undang Asuransi dalam menjalankan bisnis asuransi terutama
dalam hal menerangkan klausula baku yang akan diterima dalam bentuk polis
asuransi. Jika konsumen dapat memahami sehingga terjadi penjualan produk
maka tidak akan terjadi permasalahan. Lain halnya jika konsumen tidak
memahami karena tidak dijelaskan secara jelas sehingga merugikan di
kemudian hari maka akan dilihat lebih jauh apakah kesalahan dari agen atau
prosedur perusahaan yang menjadikan agen tidak menjalankan tugas yang
seharusnya. DAFTAR PUSTAKA 1. A. Junaedy Ganie dan Anzif, Hukum Asuransi
Indonesia,_sinar Grafika, Jakarta,20I3 2. Sri Turatmiyah dan Arfianna Novera,
Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Pengawasan Klausula
Baku di Kota 3. Mahrus Ali, Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi, RajaGrafindo
Palembang, JH Ius Quia Lustum, Volume 24 Issue I,larluai20l7 Persada,
Jakarta, 2013 4. Budi Suhariyanto, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
berdasarkan Corporate Culture Model dan Implikasinya bagi kesejahteraan
Masyarakat, Jurnal RechtsVinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume
6, Nomor 3, Desember 2017 ENDNOTES |. A. Junaedy Ganie, Hukum Asuransi
Indonesia, sinar Grafika, 2013, h.40 2. Sri Turatmiyah dan Arfianna Novera,
Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Pengawasan Kalusula
Baku di Kota Palembang, JH Ius Quia Lustum, Volume 24 Issue |, Janoary
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ANSTRAK

Perimhean asuraan merapakan Eovpoegsl wang beglalan desgas ooy dewan sireksd e mivi SRar feN0ga perinaneT
Sionmt Aol peveelan, pofis vang diterimo sening ddak dipehem ofeh pemegsg podis. Sang apen tadak menjnieko ety sl
Pk g ferpesetum daliom polie rebapal bagion pewting dar perianiiee wng dispabian ofeh bedua beleh pibak. Klinweadd balw pang
teik diperaiaplan tedelummp alel perusckann barms diterimd begity sopa el pemegang polis. Seorang apen euromd rewaki
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miefelakan senrang i perianiian delom pelts, pihok pemdbeli atan srerase adi sin peaipues atau peyescan e kekbiffan
il melakakis pean o aoeesl. Sk ansiir dalom pasaf 75 Unadang- Ulnadang A seraasi fempenihd madu seriap crmmg vang dengan
rengain melakikmy perirran ferspbd dapat digncam pida 5 (lima) e, Bl g welntukan adolab agen moks agen fersebad
dopat dignenm pidesa. Sika pveay melakuion adaleh bebifakan duri perudaloan smaka permahame frechiperroon) dopar dimie
perfmmungfenahan relah melaknban radak pidana asiram
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An Iinranwee Sompaeny i o corpoibon e cevesiat of @ board of direciory ervve] et a1 mnnketing personmel. When monketing
ks mode a reale, the policy recehved was aften mod wnderniood by ihe peiicy holifer, The apani dbd fog capdain e stosdand claoes fined
i tive poicy A e (mpyeier el of the agreessent agreed fre Bor parnies. Saaadar cfouses shar ke bren prepared in advnced by
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r mira¥reciion mr aversight in enfering i o (Rawence agreement. Likewtie, i the el in aenicle 7 af the frsurance oo are
Fuifilled. them aayome wh imsenpionaily commies e aercan be ke a5 — wear semerer, I the suamess s e agenr, then e gpent
i b st wilh priming acslon. [ the compeny is doing the policy, the company {rechypersoon | can be ield o reyponsibde for
cormmitting an indwreece ¢
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PENIMITULLAN timbl, kehilangan kiantingan, aaw anggung jowab
: hukum kepadn pibak ketigs vang mungkin di deris
Kachidupan masysraks sast inl lehih luas pogeenannyn i) :
dalam memenuhi kebutuhan hadupnys sehanggs risiko yong wml ml I::r AR
dapat 1ecjadi dalam melakukan aktivitas mengakibatkan h e i~

yeragin yaisg tidak dapst diperkirakan dopst terjadk, Hil memberikan pembavaran vang didasarkan pada
ind memenculkan kebutuban masyarskal anuk menpakihkan mllml ’wll tertmpgung ates [SORNENIEING
ristko keruginn kepodu pemasnhaan asuransi e Pﬂlmm ml':wm 'mpm“m
Asaransy berdasarkan Undang-Undang Momer 4 Tuhun hasil I - zo
g4 tentung Asurans meneranghmm peda pasal 1 habwa Feiclotem
wsuranzi adalah perjangian antans dua pahak, vaitu perisahisn Semwentara i berdasarkm Ulrdamg-Eloclang Hukiam
usuramsl dum pemegang polis, yang menjali dicer bagl  Dagang dalam passl 246 menyuaknn bbwi ssurmnsi aiau
penerimaan premi aleh peresuhaan pswmesi sehagei imbalen  pemanggungan adalih sesty peranjian Gngan munn se0ming
itk petanggung mengikotkon din pacda terangpung dengan
o, memberikin pengpantian kepada rianggung ata  mensnima S premi wik memben penggantion kepada
pemegiing polis Kirena kerogian, kerusakon, hinyayang  terlanggang karena kerugian, kerusikan atan kehilangan




a4

keunbanzan yung dibmrapkan yang mungkin akan di dena
tertanpzumne Kareid sy perisina yang udsk wneoty, Tan
definisi aturan diotas dipelaskan bahwa asuransl aiowpm
periangEungan udlh‘pnrjunj'r.m At kiirak anlars o
pitak yurg sepakan, satu pihuk @aggup menanggung st
ménjamin pihak lain yaog akun mendapal pengzomtion
kerugian, yang rungkin diderita sehagai akibas dari saaly
belam dapat datenmikian saai skan eerudmya
Salnh satu pihak bemindak schagni penanpgung risiks
i sty potenst keregian vang diperjanjikun, dun pihek
lain bertinidak scbagai ferangpeng yang akan menerima
ganti negi sehesar Kenagian yong dinlaminys ataupen schesar
milal yamg diperjanjikan. Hal mu diotur dakem pasal 257
KUHDagang vang menyatakan bahws perjanjion asurunsi
v penanggumy don wnnnggeng el e dan mengikat
Raechuia e lnh pilbak seketika setelah perganjinn tersebut dilimip.
Kesepakitan yany (eradi adalah mengenas gane kerugian yang
farus ditangpuny oleh pihak Penonggung, yang dsanpkan
pada polis. Pegjanzan tersebiol melinn kepads pempeaniian
terhandap ristko dan pembayaran manfas) vang disctajui ok
pars pihak. Pengertion risfkoe menand Emmet ] Vioghan yeng
dikutip oleh A, Jonaedy Cianie adalok suatu kendisi yang
mengandung kemmngkman ey penyimpangas Yang
kehif buruk dari hasil vang dsharepkan, Sesunin vang tdak
dliharapikan cuput seriud sehags bagion dar risho yang terjadi
clit boar sebapai kendosn yung memakss (oermachs| Stsaun
karema farce sglan Kesdeon yarg terjad] vang dinkilykan
obeh forve muajeir salih spunys dalah bencang alam dan
fukeronr Lain yang tidak dape dibindar. | Dari definisi osiko
tersebut teedapat kemunglkican uniuk mendapatkan Kerugan
hagi pernilik usala seninggn diperiulen pensahamn nsmns
yang akan mennnggung dsiko. Kebubohan pengabithan risika
mieniads sangn penting agar kerigasn Gk terlaly bese uniliik
diangpung oleh penegang polis
Prrusabaan asumsi sehagad pensnggung misiko membiai
perjungian dengan pihak pembeli polis dengan memnierikan
podis yang berfst Kigsiln perjanjian yung biku. Perjanjian
yung belah disiapkan sehelummnyd wnbid semai kondisi
pembeli polis asuransi. Koiklisi dap pemilik podis yvang
berbedi-bedia. diberiknn perganjian yang sama dan berloka
sama, Bsi Klaneuks baky vong vepdapat dalam polis tdak
idilernnpknn s per sald sebagi bagian unah dan perjanjin
kedus belah pihak sebelum penandsianganan lembar
asuramsi abe apen asuransi bukan hanya premi dan uang
pemmngpungan. Pasal 256 KUHD mepyatakan halves
1. Pihak-pihak, yailn penanggung dan sertangzung
7 Sratus pihiak-pihnk, Permmgzung harus berstatus sebagar
peruszhaan berbadan hukem dapat beerheniak Perserman
Terhatas {PT). Perusabnan Perseroan Koperssi,
Tertanggung dapat berstzius schagal perseorengan,
pensskuluan san badan hakom
3, Obvek asuransi, dapat berupa bemla, hak atou
kepentingan yang melekas pada benidn, dan ssjumlah
uang vang dischur premi sou ganli kerugian
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4, Peristiwa usugeng, yuita perbuatan bukum (egal act)
berupa persstujuan atas kesepakaan antam peranggung
clian IertsnpErng engemt alyek ssumns peristiva ldak
pasti Cevenewen ) vang mengancaim bends asuranst, dan
synrat-syaral vang berlaky dalam asurarsi.

5 Huburgan asurania acdalah keterikaon (Tegality b}
yung Hmbal kareni kescpakstan bebas

Fepandofanganan permahonnn asuzansi schogei
kesspakatan apisra pikak penangpong dan tertanggung
yang skan berwujud polis asuransi sebagai ikt perjungian
Para polis terebut akan tertlis lentang wang peOanggengan
dan premi yang harus dibayackan semn klusubs baka ying
dibunt perisahaan ssuramsi Klusala bake yeng ada dalam
polis ndulab “Setiop attmn wau kelenbian din syaral-fyars
yang telah dipessiaplan dan diletopkan erkebdls dahulu
gecara septhak oleh pelaku wsaba yang ditsangian dalam
suMu cokumen danistan perjanjian yang mengikat dan
B:)ib dipenuhi oleh konsumen™ yung lercantum dalam
pasal | angka 10 Undong-Ursdang NS Tabun 1999 Enisng
Perdindungan Konsvmen. Pencantuman kKlwnsuls bak
dalam polas harts dilakeznukan secara penuli oleh pihak
iermangpung sehagai pembedi wnpa terkeoaali. Hal inh akan
dopat meniimbulkan bergian I-.\a piliak iertanggung Yaig
ticluk mernahami kisssiuln bakoo bersebil.
sehagai akihil pencantumin kliusils bako, Undang Unidang
Perlindungan Konsumen phosn deagan Posal 45 (1]
mengenai pembeniukan Badon Peryelesaian Senghkeia
Konsuman (BPSK). Ditegacken kembali dalam Pasal
Undang-Undang Perlindungan Konsuiten mengenid
tupas APSK yaitn; memberikan konsultash perlindungas
konsirmen, melnkakan pengawasan terhadap pencasimEman
lnusula baku, dan menerima pengadunn kensumen atas
terjadinya pelangguran perlimdungan kuesumen, sena agas-
Dagras lnimmys. Adcan tetaps dafam prakriknya, masih banyik
fea-hakeryn menyanghut adanye keragien yang diokibation
pencaniaman klawita bk dulam produk harang dondaa
jmsa yanp sudah dibelinya. 2

ANALISES

Puads asuransi tegjadi perbeatan bukuim berups persetujuem
utau kesepaketan unlsra penanggung dan Werlanggung
mienaenal - ohyek aswranst lentang perising tiduk pasi yang
dfiperkirakun dapur serjadi dan syaral yang berlaku dalam
asuransi. Perjanjian asuransi berbeds dengan perjanjian
pcl uonsmmyu di lihet di sifsnya saga hal i merupakan
perjanjian yareg hersifar khisus dalem ani, bersyami. sepihak.
rimbsil balik dan adanya kenapian. Pikek yang berperan dalam
mesenmkan perjanjian sandar adalsh pihak ekonemi kual
vatila perusahasn asmarsi, pihak in yung mesyusan kivauls
bk umiuk pols: Bemiuk peranjian Buku ate stndas yong
ditsant dolam salah sarg pihak sdalsh becbentul vermalis,
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wiinya telah ditentakan recary sepiliak oleh pikak ekomom|
kount isinya dauangkan dalam kiasuks bakon. Meskigun pihak
tenanggung diangsap eleh menyetujui klwesita baku dan
meriar kel vamg memberarkan pilak senanggung tidak
menjzmin hihwn konirak haku teraebil mempikng mutlak
kepada terangguag.

Penanggung tidak dapat menganggop klaosaka bk
mémber] paminan mengikal secars mistiak, jika klausuls
baku yang memberackan pihik tertanggong o belum
ilapat ipasiikan disetjisdiya, kemungkinan adanya soat
keteep@kuan pihak tertanggung, Undang-Undang Ko, &
Tabrun §5K leptsnp Perfindungan Koosumen di dalam Bsh V

[ & memvazskan Liragan membuat ataw mencanimkan
asals bokafffac cetiap dokumen. [emons pelerangan

pencantumin kKlausals baku distur dalam bab ¥ pasal 18

B berisikan:

L @hlaku uszha dakam awenawarknn bamng dan'stan jass
mthﬁ.lku unbuk dipertagangkan dilirng menmbuat
atm rescaniumkan kisasuln hako pada setiap dokumen

danfatay perjanpan apahila)

2 Peluko wsaha dilamag mencamumbkan klausuia bakuo
yang lewak atag bemiuknya szli.

Dengan pelsmnpus it pemeriniah mengelabut enbng
ndasya pemantasian posisi yang dominan deh perusshion
Buruns kepada masyarakut vang membeli polis. Peluku

dialarn menawerkan barang danfitam jasa yang dinpikin

diperdapangican diliarang nwnbuat giae mencerumkan
klnusuta huki padks setiap dokumen dondsu perjimiion jika
ey niaksn pengalifun aggang jovwab peluka ussha. Pada
paszl 18 avat | Undong-Undang Perlindurgun Kansusmen
meenyvutakan balvwn Ketentuan busufl (b} dap setemasnya
memberikan coatoh benmk pengaliban langpang jawab
seperti, pelakn usaha dapat menolak penyerahan kembali
barang yang dibeli konsumen atal menolak penyerahan
kembali mmnp yang dibayorkon dan sshaguinva.3 Rebatuban
akan perlindungan teshadap risiko membual lemanggung
tidak mencermt kemhali pedis yang diserims, sehingga
klmusul baku berlaku hagi bedus belah piiak. Pernlake agen
asuransi vang tidak memberikan imformesi & swal mepgenai
Elasssils haki yang terdapal delom polis sehenarmya dapar
ditihat sehagal buglan dari wsaha korporss)

Dhaban menghadaps persaingin, korperssi diliaduplan pida
peneiran seknologi bany, ekeik pemismn, dan i
memperdum dan mennossi paacd Tujuan dar perusabzan
sdalah uniuk menghasilknn kewntungan sehingga skan
reeniai banguk metods ik dapat mernpenoled keinungan.
Mami berm s tidak diperkenamban ustuk memeka segala
carn umiuk memperodeh kesmiungan lerschs, Perwsahaan
asiransi sebapai korporash dapat disnggap mempanyai sl
jehar sani melakukon pemblasan ferhadap perbuatan yang
dilandasi obeh mint jabat dengsn tidak menginformasikan
adunya klausula baku terschat agar mesdapuksn pembeli
sehapyak-banyaknya. Denpan anggapan bahwa calon
tertanppung akan batal dalam melsioukan mnsksi pembelan

pofis jika Stz balvwa kbavsula hakuw yang bevcamtusn nants
i pokis akan merugikan calon teranggung di kemadion he
Drgrerbukon perbuktian lehib oo usiuk mengeiahai apeish
memang betul ada kerugian vang simbul Namun dengan
adanya klwnsula baku yimg ehah disiapkon oleh peosahiaan
asimansl makcs ikan dijalankes sequal dergan polis yang ilah
diierima oleh letEnpgang

Peraturan Owmitas Jasa Keuangan Momor VPOJKOR2013
dan Surat Edoren Jasa Kenangan Nomor | WEEOTROT2014
vang menyebutkan bahwa Pelaku Usaks Jass Beasngan
(PUIK) merancang, merwmuskon, menglapkan, dan
menawarkan perjanjian baku, PUIK waib mendasaskan
kepads kesesmbangan, kesdilan, dio Kewsjaran dalam
permbuntan perjanjian dengin konsmen. Dengan pemiatssan
yang sedernilcian bhesar, persshien dsmansi sucsh sefansnyn
meneraphan stindss peramaran dun pesjusisn kepada agen
ugar menerangkan kimusuln buku yang akan terulis pacdo
perjanjisn yang okan deferima pemheli dalam bentuk pokis

Klausubs yang dibuat oleh pengsahasn asumanst hemgle
tiduk pernah dibicarakan terlebih dobwabha dengan masyaraki
yang memibedi akan polis wsumnsi Pads saal masysoaknl
akan mensbeli polis, biasasya bumya diberikan imformasi
tentang dang pertanggungan yang skan diberikan sehaga
ginti kerupion yang schansnva ditnngeung dan premi yong
farus dibevarknn Pada Kenyainan, isipedis yvang welah jadi
berbemtul klasola baku dimans sisva tdek dapot dimbab,
Pemilik polis jika tidak sctuju okan sz palis (klassula
ket tidnk dapal meminta perubohan nemun by dapst
miembatalkan permbehnn podis dalan jargka waktu terentu
seicluh ditenimanyu pokis

Persysratan beclakinya polis sebapa Klsusula baky
adslah denpan kesepakatan pembeli polis hures mengikul
atau mengalakan syset yang telah disiapiom, padahal podis
AT ek perjinjian terhalis ankra penunggung dan
sextanggung. Perianjian yarg honas disepaketi df setiap bagian
aleh kedua belah pibak. Kesspakatan yvang dituat oleh kodan
helah pibak chamr pada pasal 1320 Enab Usdang-Urdang
Hukam Perdata { KUHPerdatah dengan adanya 4 [smpat)
wyaral:
I, Sepakat metekn yanp mengikatkan din
2 Kecokapan untulk menbuss susu perikilan
A, Suaiu bal terienin
4. Suatu sehab vang halal

Kesepakatan untuk mengikatkan din tidak depat @ lakukon
jikat ddn pihuk vang merasa acla kekhilafam, pepyvesatan atau
hahkan penipuan dan pihak lain. Saal klsusala bakuy trlak
dijelnskan sebelum penasdatanganun sural permsEonan
siuransi dam kermudian mendapoikcan pofis dengan s yang
tidduk dijelaskan dizwal hal wersebut dapat mengakibatkan
kekhilufun bngl sdlah satn pihak. Sehingga schamsnya
perjanjian vang berupa polts tersebut dapat dibatsikan. Hal
tersetnt dimungkinkan dengan bitas wakiu ierieste selelsh
palis diterima. Penmasalahan yarg dapat timbal adalsh st
pertanggung sau pewerina polis idak juga diben penjelasan




yang cukup mengenis keseloruban 6 polis dan kemuodian
wakiy terentn gtk pembatalan teloh lewad w.hi:rl.gz;l
penerima podis ielah ek denpan perjangiam serse b,
Keinginan ogen asurans yang menganpgap pembelian
paolis ddalah yang mama mengukehatkan terdapal kepentingan
pembels yang rerabaikan. Demikisn puls dengan perosabsan
yarg thdak messnamkan pemalviman bagl para agen agar
menyampatkan setisp kisual yanp fercaniem dalam podis
asurunsi kepads calon pembeli agar bdak ada yang mevass
dirugikan, Kewojiban vang fidsk dikerjakan ofch agen
asuramss dalam menerangkan s polis meropakan sifut
melzwan bukum nian wedderechie i, Memung Bemmelen
yang dikotip oleh Mahnes AN, istilah wederrechiel{fk
medgandung dan e (1) berlenlangsn dengan ketelalion
vang panizs dalam pergaulan mzyamks mengenni orang
Inin ntag barang dan {2} bereniangan dengon kewajpibon
vang dnetapkon oleh undang-undangs; Tindakan ndak
memberikan penjelasan mengenai keseduruben 1= perjangian
dalam polis sehalum perjsnjion ode sehingga salah satu
pibigk tdak memohamd sdaeya klausula baku menspakean
sifal melwwan bukum abeh pibak penangpeng. Tindakan
tulak menjelnskan secam pensh juga dapat didugn sebagai
s mint jak yarg diknepgoniam sebagal smems e, Jika
para agen asuranst dibiarkan begitu sja untsk menjul
tznpa afy prossdur untuk menermngkan klsomala sshelum
ditandatangani moka bindakan rersebat akan mendapmicsn

sanks g diatir undarkg-uindang.
Pasal 75 Mo 4 Tahun 2014 lentang
asurnns menyninkun hahw setiap oomg yung dengan senpajn

itk inemberikan formaed slau memberikan nfonmhe
yang ticuk benar, palsu, danfutan menyesatkan kepada
pemegang polis, femanggung, o@pesena schagaimonn
dimadesiad dalamn Pasal 11 ayat (2) dipidans dengan pldsna
penjara paling lama 5 (Hmal tahun dan pidans dends paling
hanyuk Bp. 5. 000UEEEDCKR0 (T miliar rupish), Semeniara

im datam Pasal 31 Uedang-Eledarg Asaransi menyatakan

dalam ay:e:

{11 Apen asurmsi, |;u:.|.1.'1r|g ASKITTNS, piahn,g_ rensuransi doe
persabinan perasuranzian wijibh menerapkan segenop
keohlian, pechation, dan kecetmatan dalam melayan
ntmm beriransaics dengan pemegung polis, lertangpung.,
Al peseTta

(23 Agen amironst, palang ssmrens, pialang seassaransd dan
porusahaan perastransian wajib memberi @ informasi
vang henar, tidak palsy, dan/ozon tklak menyesaikan
kepada pemegang polis, lemangpang, s pesena
imengeissl fsko, mankss, kewajiban, d;mﬂ::b:m.a.n.
biayn terkail dengan produk asrransi mou produk asemnsi
syarinh yang dtawarkan
Agen psdransl dalam menawarkan prodok harus

memhenikun informas yang benar dan tidsk diperkenanian

urmuk memyesatkan pemegang polis dengan tidak menpciaskn
mengenal klasuli haku yang ukan rereantum dalasen palis.

DPenuikign pula dengan penisabaan asursnsi yang akan

mendapatkan keuniangan dori penjualan prsduk asuransi
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sefunih agen asampsi schinggn tilnk ada pembeli pofis yang
dirugikan. Cran Pasal 75 Undang-Undang Asurimnsi wersebt
baik &gen magpan perosshaan ssumnss dapal dimintakan
ditanchrtangani surat permshaonan pembelisn asurmnsi ity
addalah sevap ksl bk vang sercanim pada pols asuraesi.
Prosedur vang Gdak deterapkan ini bag: apen asarenst yang
bekerjn atas noma pensahisn maka disnggap tetop medskaukan
perbuatan yang menguniangian perusahain

KESIMPULAN

Perasshaan asurensi letap diperkenankan memiliki
klausula baks dengan batnsan-hatnsan terienia yang telah
i idalam ursdang -undang. Penssahaan sebaga kornpornsi
Jugn miemilikd hak dan kewapiban g sams dengan orang
yang dapai dikenakan penanggungjawnban pidara jika
tifak dapat melindungi kepentingan koonsumen seperii
ik lepcantum dakem pasal 75 Undeng-Undang Asiranss
dulum menjulankan bisnis aswransi lerutama dalam hal
meneranghan Klaasila baky yong akan diterimes dalam
bemmk polis ssuraosi. Jiks kossumen dapat memahami
sehingpa terjudi penjualon prodik maeks tidak akan leggad:
;l:rn'm'lnhqn. Lain hslnya jiks koasumen tidak memahami
karena tidak dijelasksn secara pelas sehinggn mensgikan di
bt bart maka ghan dilihar kbhih i skl kesalahan
dan apen sty prosedur pensahsan vang menjadikan agen
tidak menjlankan tagas vang sehansnya
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